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Pelelangan eksekusi hak tanggungan seharusnya dilaksanakan berdasarkan hak penerima hak tanggungan
peringkat pertama yang terdapat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (“APHT”) yang berkekuatan
hukum (parate eksekusi). Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 988/K/Pdt/2022, APHT yang menjadi
dasar pelelangan dibuat secara melawan hukum karena pembuatan surat kuasa membebankan hak
tanggungannya tidak dihadiri oleh pemberi hak tanggungan sehingga menjadi batal demi hukum. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pelelangan yang dilakukan berdasarkan APHT yang
dibuat setelah debitur meninggal dunia dan mengenai perlindungan hukum bagi kreditur pasca batalnya
lelang eksekusi hak tanggungan ketika debitur wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris yang menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui
studi kepustakaan. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Pada penelitian ini, ditemukan
bahwa APHT yang dibuat setelah debitur meninggal dunia bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sehingga menjadi batal demi hukum dan
mengakibatkan batal demi hukumnya pelelangan dan peralihan atas objek hak tanggungan. Sedangkan
perlindungan hukum bagi kreditur pasca batalnya lelang eksekusi hak tanggungan ketika debitur wanprestasi
adalah dengan menyatakan seluruh isi perjanjian kredit harus dilaksanakan dan dapat mengajukan gugatan
wanprestas untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada ahli waris debitur. Maka dari
itu, pembuatan APHT setelah debitur meninggal duniatidak cukup hanya dengan janji dalam perjanjian
kredit sehingga pertimbangan hakim tidak tepat.

Execution of mortgage rights should be held by the first holder’ s right (parate execution) contained in the
legally enforceable deed of grant of mortgage (“APHT”). On the Supreme Court Decision Number
988/K/Pdt/2022, the APHT that used for the auction was made against the law because the power of
attnorney was made without the presence of the mortgagee thus becoming null and void. This research aims
to analyze the consequences of the auction held based on APHT made after the debtor’ s death and regarding
legal protection for creditors after the execution of mortgage rights was declared null and void in the event
of the mortgagee’ s default. Thisresearch is adoctrinal legal approach with explanatory research typology
that used secondary data obtained through literature study. The data was analyzed qualitatively. Based on
thisresearch, it was found that APHT made after the debtor’ s death was against Article 15 paragraph (1)
Law No. 4 year 1996 on Mortgage Right hence it becomes null and void, resulting the auction and the object
of mortgage’ s transfer to be null and void as well. Meanwhile, the legal protection that could be taken by the
creditors after the execution of mortgage rights was declared null and void in the event of the mortgagee's
default are by stating that al contents of the credit agreement must be implemented and by filing a default
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lawsuit to the debtor’ s heirs to get compensation for losses and interest. The conclusion is the pledge from
the credit agreement was not sufficient to be used as a basis to make APHT after the debtor’ s death, so the
judges’ judgement was not precise.



